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Mengingat :

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 4 TAHUN 2001
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

bahwa barang Daerah sebagai salah satu unsur
penting dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
dan pelayanan masyarakat luas dikelola dengan balk
dan benar yang pada gilirannya dapat mewujudkan
pengelolaan Barang Daerah yang memenuhi
akuntabilitas, maka perlu diatur mengenai pengelolaan
Barang Daerah dengan Peraturan Daerah.

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
tanggal 4 Juli 1950);

2. Undang-undang [Nomor [§ [Tahun [1960 tentang
Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 199/ tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3681) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5.[Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

6. [Undang-undang [Nomoq [Tahun [999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang [Nomor [Tahun [{999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dall

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3815)
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan
Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1967);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3573);

10. Peraturan] [Pemerintal [Nomoq [Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenaogan Propinsi Sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara e Tahun 2000 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah  Dalam  Pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengamanan dan
Pengalihan Barang Milik/kekayaan Negara dari pemerintah Pusat kepada
pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;

16. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan
Status Rumah Negara;

17. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan
Penetapan Status Rumah Negeri;

18. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

19. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
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20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang
Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000
Nomor 18 Seri D);

21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D).

Dengan pertetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENGELOLAAN
BARANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN U MUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
terdiri dad Presiden berserta para Menteri;

2. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat yaitu Gubemur
beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagal badan eksekutif
Daerah;

4. Gubemur adalah Gubernur Jawa Barat;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan-Perwakilan-Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat;

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat;

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat;

8. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Propinsi
Jawa Barat;
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9. Biro Perlengkapan adalah Biro Perlengkapan pada Sekretariat Daerah
Propinsi Jawa Barat;

10. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Propinsi
Jawa Barat;

11. Unit Kerja adaiah suatu Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai
pos anggaran tersendiri pada APBD antara lain :

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Dinas-Dinas Daerah;

d. Lembaga Teknis Daerah;

e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

12. Pejabat yang berwenang adaiah Pejabat Pemerintah dan/atau Pejabat
Pemerintah Daerah yang berwenang membina dan mengawasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Otorisator Barang adaiah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk
mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan
pengeluaran barang Daerah;

14. Ordonatur Barang adalah Pejabat yang berwenang untuk
mengendalikan dan bertanggung_jawab dalam pelaksanaan pengelolaan
Barang Daerah;

15. Bendaharawan Barang adaiah Bendaharawan Umum Barang pada
atau Bendaharawan Khusus Barang pada Unit/Satuan kerja;

16. Pengurus Barang adaiah Pejabat yang diserahi tugas untuk mengurus
barang Daerah yang berada di luar kewenangan Bendaharawan Barang;

17. Satuan Kerja adalah Bagian dari Unit Kerja;

18. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau Met Daerah balk yang
dimiliki maupun dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak
beserta-baglan-bagiannya ataupun yang merupakarr satuarrtertentu yang
dapat dinilal, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan
tumbuh-tumbuhan kecuaii uang dan surat-surat berharga lainnya;

19. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan
terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan
kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan,
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penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan,
pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hokum serta
penatausahaan;

Perencanaan  adalah  kegiatan atau  tindakan  untuk
menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang
sedang berjalan sebagal dasar dalam melakukan tindakan yang akan
datang;

Penentuan Kebutuhan Barang Daerah adalah kegiatan atau tindakan
untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai
pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang
Daerah yang dituangkan dalam perkiraan anggaran;

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan
kebutuhan barang daerah dan jasa;

Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan
pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang
persediaan di dalam gudang/ruang penyimpanan;

Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dari gudang
induk/gudang Unit ke Unit/Satuan Kerja pemakai;

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua
barang Daerah selalu dalam keadaan balk dan slap untuk digunakan
secara berdaya guna dan berhasil guna;

Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan pengurusan,
penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang
dalam pemakaian;

Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan/tindakan hukum dad
Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status
pemillkan/penguasaan atas barang Daerah;

Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan
pemilikan atau penguasaan barang Daerah dengan menghapus
pencatatannya dan Daftar Inventaris Barang Daerah;

Standarisasi Barang Daerah adalah pembakuan barang menurut jenis dan
spesifikasi seta kualitasnya;

Standarisasi Harga merupakan patokan harga satuan barang sesual jenis,
spesifikasi dan kualitas barang dalam satu periode tertentu;
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